
BTIPATI TAPIN
PROVINSI I(ALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 21 TAIIUN 2015

TENTANG

PENGGUITAAIT SIIRPLUS KAS
PADA BN)AT{ LAYANAN TIMUM DATRAH

RT'MATI SAIIIT T'MIIM DAIRATI DATU SANGGUL RANTAU

Menimbang

DENGAN RATI}IAT TT'IIAIY YANG }IAIIA TSA

BUPATI TAPIN,

: a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran
Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
Rantau yang efektif, efesien, ekonomis,
transparan, bertanggungjawab dan

Mengingat

memperhatikan asas kepatutan dan manfaat
untuk masyarakat, maka dipandang perlu
untuk mengatur Penggunaan Surplus Kas
pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati;

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tan_ah hut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

. Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembarar,r Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a286);



4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2AO+ tentang
PerbendaharaarL Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nornor
aaoo);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
126, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa34;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5O63);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5O721;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20ll Nomor 82, Tarrbahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telatr
diubah beberapa kali, teraktrir_ dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeratr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 567911

Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ot4 tentang
Adrrtinistrasi Pemerintatran (Irmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292,
Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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12. Peraturan Pemerintatr Nornor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor i+ iahun -}OtZ 

tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan
Badan l.ayanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor L7l,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53a0);

13. Peraturan Pemerintatr Nomor 55 Tahun 2OO5
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5751;

14. Peraturan Pemerintatr Nornor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOS Nomor 138, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576l., sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tatrun ZO1O tentang perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daeratr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OlO Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daeratr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5781;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5
tentang Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 15O,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585);

17; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahure 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a593);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6lal;

Peraturan Pemerintatr Nomor 38 Tatrun 2OO7
tentang Pembagian Unrsan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a737l-;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tatrun 2008
tentang Dekonsentrasi dan T\rgas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 2A, Tanrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a816);

Perah,ran Pemerintal,r. Norlor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O7O Nomor 723, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Perahrran Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubalran Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20rc
tentang Pengadaan Barartgl Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubatr
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll
tentang Penrbahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan
Daera-l.;

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor LT
Tahun 2OOT tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Perahrran Menteri Keuangan Nomor
76 |PMK.OS/2008 ten.tang Ped.oman Almntansi
dan Pelaporan Keuangan Badan l.ayanan
Umum;

19.

20.

2L.

23.

22.

24.

25.



26. Peraturan Menteri Dala-m Negeri Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

27. Peraturart Daerah Nomor 04 Tahun 2OO8
tentang Urusar,r Pemerintah Daerah Kabupaten
Tapin;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Perahrran Daeratr Kabupaten
Tapin Nomor 01 Tahun 2Ol4 ten(apg
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Keda Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nornor 12
Tahun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

30, Keputusan Bupati Tapin Nomor i

788.451 184/KUM l2Ol2 tentang Penetapan
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
Rantau sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
tsadan'l,ayanan Umum Daerah;

UEUUTUSKAIT :

Menetapkan : PERATURAIT BUPATI TENTAtrG PEIIGGUNAAN
SURPLUS KAs PADA BADAIT LITYAITAIY I'MUM
DAERAII RI'UAII SAITIT I'UUU DAERAII DATU
SAITGGI'L RAITTAII.

, BABT

K TENTUAIT T'}II'M

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggua
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tapin.

4. Dinas Pendapatan, Pengelol.aan Keuangan dan Aset Daerah,
yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
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7.

5.

6.

9.

10.

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Umurn Daerah Sakit
Datu Sanggul Rantau, yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD
Datu Sanggul Rantau adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

Badan l.ayanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja
pada Satuan Keda Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
dijual tanpa menguta.makan mencari keuntungan, dan dalam
melalrukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat
PPK-BLUD adalatr pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-
praktek bisnis yang sehat untuk merringkatkam petayanan
kepada masyarakat dalam rangka memqiukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai
pengecualian dari ketentuan Pengeiolaan Keuangan Daeratr
pada umumnya.

Fleksibilitas adalah mentpakan kelelr-rasaan r-nttrk rnenerapkan
pralrtek-pralrtek bisnis yang sehat untuk meningkatkart
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdakan kehidupan bangs6,
sebagai pengecualian dari ketentual pengelolaan keuangan
daerah pada \rmumnya.

Surplus addah aliran dana masuk lebih besar dari pada aliran
dana keluar selama periode tertentu.

Likuiditas adalah kemampuan PPK-BLUD unhrk memenuhi
kewqiiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta
lancarnya.

BAB II
SI'RPLUS

Passl 2

PPK-BLUD RSUD Datu sanggul Rantau dapat m€nggunakan surplus
anggaran sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan
kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas
PPK-BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.

Pasal 3

PPK-BLUD RSUD Dahr Sanggul Rantau dapat mengelola dan
memanfaatkan surplus pada tatrun angBaran berikutnya (per 1

januari tatiun N + 1) tanpa menunggu penrbahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

8.



(1)

(21

Pasal 4

Karakteristik surplus sebagaim€rra dimaksud dalam Pasal S :

a. surplus anggaran PPK-BLUD RSUD Datu Sanggr:l Rantau
diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan dan
realisasi belanja pada satu tahun anggaran; dan

b. surplus pada PPK-BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau adalah sisa
kas akhir tahun anggaran.

BAB III
PROSEDUR PENGGUNAAIT SI'RPLUS

Pssel 5

Nilai surplus yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan
DPPKAD, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan diawal
bulan tahun anggaran berikutnya.

Laporan surplus sebagaimana rlirnaksurl parla ayal (f) disertai
dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan
biayanya.

Surplus anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan dan
jenis belanja PPK-BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau, meliputi :

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa; d

c. belanja modal.

Pasal 6

Pemerintah Daerah selaku Pemilik Rumah Sakit Umum Daeratr Datu
Sanggul Rantau dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dapat
diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran,
termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan
menggunakan surplus.

Pasal 7

Penggunaan surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di sertai
dengan rincian rencana penggunaa.nnya.

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan anggaran surplus PPK-BLUD Rumah Sakit
Umum Daera-tr Datu Sanggul Rantau menrpakan pengecualian dari
mekanisme pelaksana€u1 angg€rr€rn Satuan Kerja Perangkat Daeratr
yang tidak menerapkan PPK-BLUD.

(3)
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BAB TV

PEIUANTAUAN DAN EVALUASI

pasal 9

Terhadap pelaksanaan pernanfaatan -surplus anggaran,dilakukan pemantauar, 
"""aiu, 

berkala sesuai kebr-ltuhan.

Pemantauan sebagaimaaa dimak-rud pada ayat (l) dilakukanuntuk mengetahui tingkat keberh*ii"ii"rigg"naar surprusanggaran dalam mernbiayai program dan'kegLtan PPK_BLUDRSUD Datu Sanggul Rantau. '

BAB V
KETENTUAIT PEIYUTUP

pasal lO
Peraturan Bupati ini murai berraku pada tanggar diundangkan.
Agar setiap or*lg. mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan lupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 14 Aguotu*s ?O1S

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 1 4 Agustus ZO"t 5

IOBI'PATEN TAPIN,

(1)

(2)

BERITA DATRAII I(ABUPATEN TAPIN TAIIUN 2015 NOMOR 22


